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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan 

yang berkesinambungan dan merupakan suatu rangkaian pembangunan 

menyeluruh serta terpadu untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. 

Dalam hal ini, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Status 

kesehatan masyarakat suatu negara mencerminkan kondisi kesejahteraan 

negara. Dalam membangun kesehatan masyarakat, pemerintah memiliki 

tanggung jawab dalam hal merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, 

membina, dan mengawasi penyelenggara upaya kesehatan yang merata dan 

terjangkau oleh masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 memuat ketentuan yang 

menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah 

masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan 

menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan, dalam hal ini kesehatan 

merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah. Dinas Kesehatan merupakan perpanjangan tangan 

pemerintah di bidang kesehatan. Institusi kesehatan sebagai pelayanan 

kesehatan masyarakat memegang peranan penting dalam memikirkan kondisi 

kesehatan masyarakat untuk mampu meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan dalam 

bentuk program-program yang akan mewadahi masyarakat. Untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu upaya 

pembangunan nasional maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan melalui 
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pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan 

berkesinambungan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pemerataan dan 

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan yang 

memadai, berkualitas, aman, distribusi yang merata, harga yang terjangkau 

oleh masyarakat luas serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi 

penggunaannya. Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan khususnya 

dalam bidang farmasi tersebut maka sangat diperlukan peranan seorang 

apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lingkungan Dinas 

Kesehatan.  

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan kegiatan 

mahasiswa untuk belajar dari pengalaman kerja praktis di suatu institusi. 

Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 

lulusan dan menjadi tambahan pengetahuan serta wawasan dunia kerja. 

Termasuk dalam pengalaman praktis melakukan identifikasi permasalahan, 

analisis dan penyelesaian permasalahan, serta penerapan ilmu dan teknologi, 

khususnya bidang kefarmasian. Untuk mempersiapkan para apoteker yang 

profesional di lingkungan pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan, maka 

dilaksanakan kegiatan PKPA di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang 

berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Juni 2022 secara daring. 

 

1.2  Tujuan Kegiatan 

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur secara daring adalah: 

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, 

posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga kesehatan 

pemerintah khususnya Dinas Kesehatan.  
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2.  Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan 

kefarmasian di lingkungan Dinas Kesehatan.  

3.  Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja 

sebagai tenaga farmasi yang profesional dan kompeten sesuai 

bidangnya. 

 

1.3 Manfaat Kegiatan 

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur secara daring adalah: 

1. Memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab 

apoteker dalam lembaga kesehatan pemerintah khususnya Dinas 

Kesehatan.  

2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di 

lingkungan Dinas Kesehatan.  

3. Membekali calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai 

tenaga farmasi yang profesional dan kompeten sesuai bidangnya. 

 


